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min Noor Supit, saat menyampai- sebut terhitung selama 60 hari  dasarkan kesesuaian dengan kerja dan semangat tinggi, se-
BPK t.a Pemp . kan hasil pemerilsaan BPKatas  setelah  laporan  diberikan. standar akuntansi pemerin- hingga kembali mendapat opi-
DKI menindaklan- anggaran tahun 2022 di Ge- Penjabat Gubernur DKI Jakar- tahan, efekivitas sistem pe- niWTE
dung DPRD DKI, Senin (29/5).  ta, Heru Budi Hartono, menya- ngendalian  internal,  serta “Saya menyampaikan terima

juti temuan tersebut
terhitung selama 60

hari setelah laporan
diberikan.

JAKARTA - Di luar dugaan
terdeteksi dana 1897,55 mi-
liar Kartu Jakarta Pintar (KJP)
Plus tak tersalurkan sepan-
jang tahun lalu untuk Provinsi
DKI Jakarta. Itu juga termasuk
Kartu Jakarta Mahasiswa Ung-
gul (KIMU). Ini hasil temuan
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK).

“Bantuan Sesial KJP Plus
dan KIMU senilai 197,55 mi-
liar belum disalurkan kepada
penerimanya, juga Bantuan
Sosial Pemenuhan Kebutuhan
Dasar senilai 15,18 miliar ti-
dak sesuai dengan ketentuan,”
kata Anggota V BPK, Ahmadi

Selain itu, Pemprov DKI Ja-
karta juga kedapatan melaku-
kan pembayaran atas belanja
senilai 11,34 miliar lantaran
ada kelebihan penghitungan
gaji dan tambahan pengha-
silan senilai 6,38 miliar "Ke-
kurangan volume pengadaan
barang atau jasa sebesar 4,06
miliar. Kelebihan pembayaran
belanja hibah dan bansos se-
nilai 878 juta,” katanya.

Sedangkan denda keterlam-
batan senilai 34,53 miliar. “Atas
permasalahan tersebut telah
dikembalikan ke Kas Daerah
sebesar 14,66 miliar" kata Ah-
madi. Walau demikian, temuan
tersebut tidak mempengaruhi
opini BPK dalam memberikan
predikat Wajar Tanpa Penge-
cualian (WTP) kepada Pem-
prov DKI Jakaria.

BPK minta Pemprov DKI
menindaklanjuti temuan ter-

takan, akan menindaklanjut
semua temuan BPK. "Akan di-
tindak lanjuti” katanya.

Tetap WTP
Mesli ada temuan-temuan
tersebut, DKI Jakarta tetap

kembali mendapat opini Wa-
jar Tanpa Pengecualian dari
BPK. “Berdasarkan hasil pe-
meriksaan, termasuk imple-
mentasi atas rencana aksi yang
dilaksanakan DKI Jakarta, BPK
memberi opini Wajar Tanpa
Pengecualian,” kata Ahmadi.
Ini merupakan keenam kali
Pemprov DKI Jakarta men-
dapat predikat tersebut sejak
tahun 2017. Ahmadi mengata-
kan, melakukan pemeriksaan
keuangan jajaran Pemprov DKI
Takarta sesuai dengan anggaran
dan program kegiatan yang te-
lah dikerjakan selama 2022,
BPK memberi opini ber-

kepatuhan terhadap ketentuan
perundangan dan kecukupan
pengungkapan. Namun demi-
kian, Ahmadi tidak merinci pe-
nilaian keuangan Pemprov DKI
vang dinyatakan WTP.

Heru Budi Hartono meng-
apresiasi predikat yang diberi-
kan BPK tersebut. “Opini WTP
ini dipersembahkan kepada
masyarakat sebagai benwk
kesungguhan  menjalankan
pemerintahan dan keuangan
yang akuntabel jelasnya.
"Opini WTP ini kami persem-
bahkan kepada segenap ma-
syarakat dan pemangku kepen-
tingan lain,” tandas Heru.

Opini WTP enam Kali ber-
turut-turut merupakan peng-
hargaan tertinggi atas akunta-
bilitas pengelolaan keuangan
Provinsi DKI Jakarta. Heru me-
nyampaikan apresiasi kepada
jajaran Pemprov atas standar

kasih, apresiasi, dan kebangga-
an kepada seluruh jajaran DKI
Jakarta yang dengan semangat
dan standar kerja tinggi telah
melakukan berbagai upaya per-
baikan dan menindaklanjuti
temuan BPK)' kata Heru,

Heru berharap, pencapaian
ini menjadi penyemangat un-
tuk terus meningkatkan dan
mempertahankan akuntabili-
tas pengelolaan keuangan di
masa datang. Dia menyadari
bahwa upaya Provinsi DKI da-
lam rangka melakukan per-
baikan pengelolaan keuangan
dan aset daerah masih perlu
penyempurnaan.

Karena itu, Heru mengha-
rapkan bimbingan, saran, ma-
sukan maupun koreksi BPK
sehingga akuntabilitas penge-
lolaan  keuangannya dapat
ditingkatkan di masa-masa
datang. ® Ant/G-1



